
 

1 
 

 

BAB V  

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Proses perbuatan melawan hukum yang sudah lampau waktu atau 

daluwarsa dimana dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum  

menolak gugatan yang di ajukan oleh penggugat dikarenakan terdapat 

aturan dalam pasal 10  Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

kekuasaan kehakiman dimana pengadilan tidak boleh menolak perkara dan 

terdapat asa Ius Curia Novit bahwa hakim dianggap mengetahui semua 

hukum sehingga hakim dilarang menolak perkarayang di ajukan. Dalam 

pengajuan gugatan yang terdapat cacat formil apabila sudah terbukti 

majelis hakim dapat menolak gugatan yang di ajukan. 

2.  Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan gugatan 

yang di ajukan penggugat dikarenakan atas perbuatan tergugat dengan 

mengucapkan kata - kata yang berkonotasi negatif mengakibatkan 

penggugat yang berprofesi sebagai artis menjadi kehilangan pekerjaanya 

maka atas dasar tersebut beralasan apabila tergugat untuk mengganti 

kerugian. 
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